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 Hukum Perdata 
 
Skripsi ini berjudul “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah 
dengan  Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata”. Penulis ingin mengkaji bagaiman system pembagian waris dan 
pemberian hibah terhadap ahli waris dan si penerima hibah menurut KHI dan 
KUHPerdata. 
Tujuan yang igin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimanakah perbandingan tentang hubungan Hibah dengan Waris menurut 
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan konsep 
pembagian serta pemberian Warisan. 
Penyusunan ini menggunakan metode yuridis untuk meneliti persoalan-
persoalan hukum yang terkait dengan perbandingan tentang hibah dengan waris 
menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 
biasa disebut penelitian kepustakaan. 
Seharusnya dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan 
memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh muwaris 
(inbreng) kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena dalam 
pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli 
waris, apalagi ada hubungannya dengan hibah, yang mana apabila hibah yang 
diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar kemungkinan akan dapat 
menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan 
tersebut, maka untuk menghindari hal tersebut, khususnya bagi para orang tua harus 
bertindak adil dalam menghibahkan harta atau benda kepada anak-anaknya, sehingga 
kelak dalam waktu pembagian harta warisan itu, nantinya tidak terjadi perselisihan 
diantara para ahli waris. 
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A. Latar Belakang 
Kewarisan Islam disebut juga dengan faraidh, dalam pandangan hukum 
Islam juga termasuk sebagai ilmu  yang sangat penting untuk di pelajari dan 
diajarkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits dari Abu Hurairah 
menurut riwayat Ibnu Majah  dan Dar al-Quthniy: 
لاق ةريرھ يبأ نع: ملسو هيلع ﷲ ىلص ﷲ لوسر لاق"ةريرھ ابأ اي !
ملعلا فصن هنإف اھوملعو ضئارفلا اوملعت 
Artinya : 
“Dari Abu Hurairata bersabda Rasulullah SAW; Hai Abu Hurairah 
Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah dia, karena dia separuh dari ilmu”
1
 
Melaksanakan hukum kewarisan Islam adalah wajib, kewajiban ini dapat 
dipahami disatu sisi dari pujian Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan 
penyelesaian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah; dan disisi lain dari 
celaan Allah terhadap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Allah tersebut.
2
  
Pujian dan ancaman Allah tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nisa’/4 : 13-14. 
 
1
Hafidz Ibnu Abdullah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, Darul Fiqri; juz  II, Hadits 
2719, h.107
2
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Cet.3; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 
148 
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Terjemahannya : 
“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. 
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 
sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan 
Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 




Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia terdapat beraneka ragam yang 
berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu
4
 : 
1. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Di Indonesia mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, 
dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, 
yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya 
dengan masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 
 
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1995), h. 118. 
4
Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan 
menurut Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1. 
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3. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam 
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang disingkat 
KUHPerd, yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 
Nomor 12 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 
tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka Burgerlijk Wetboek 
tersebut berlaku bagi : 
a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa. 
b. Orang Timur Asing Tionghoa. 
c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan 
diri kepada Hukum Eropa.
5
 
Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah 
dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari 




Apabila ditinjau dari pengertiannya, tidak ada hubungan secara langsung 
antara hibah dan waris. Sebab hibah adalah aqad yang ditujukan untuk pemberian 
harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya 
imbalan. Sedangkan waris adalah segala apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan 
 
5
Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1993), h.14. 
6
Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet. 3; Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, Februari 2010), h. 471. 
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kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan 
beralih kepada orang lain yang masih hidup. 
Hukum menetapkan demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris 
dan pihak lain secara keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan. Proses pemasukan 
dan perhitungan seperti ini diatur secara rinci di dalam secara inbreng, yaitu hibah 
wajib diperhitungkan. Maksudnya benda-benda yang pernah diberikan si pewaris 
sewaktu masih hidup kepada ahli waris, keturunan garis lurus kebawah pada waktu 
pembagian harta warisan nanti harus diperhatikan atau dimasukkan kembali ke 
dalam harta warisan oleh segenap ahli warisnya, seperti yang diuraikan dalam 
Pasal 1086 Kitab Undang undang Hukum Perdata, hubungan hibah dengan waris 
juga dinyatakan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II 
tentang Kewarisan, BAB IV tentang Hibah. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam 
dinyatakan, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan 
sebagai warisan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka pokok masalah adalah 
Bagaimanakah Perbandingan Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi 
Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata? 
1. Apa yang dimaksud hibah dan waris serta hubungannya menurut Kompilasi 
Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?  
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2. Bagaimana operasional pembagian waris terhadap ahli waris serta pemberian 
hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata?  
C. Hipotesis 
Berdasarkan kajian pustaka secara umum, maka jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Menurut KHI, Waris adalah segala sesuatu yang mengatur tentang kewarisan 
baik harta warisan, ahli waris maupun pewarisnya. Sedangkan hibah adalah 
pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya dan tampa 
mengharapkan imbalan. 
2. Menurut KUH Perdata, waris adalah segala sesuatu yang mengatur tentang 
kewarisan. Sedangkan Hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seseorang 
penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 
menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan 
barang itu. 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi 
ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut: 
1. Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.   
Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah telaahan 
2. Perbandingan adalah Perbedaan (selisih) kesamaan, Persamaan; Ibarat.   
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Yang dimaksud dari kedua defenisi di atas adalah telaahan antara persamaan 
dan perbedaan tentang hubungan hibah dengan kewarisan menurut hukum 
Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.     
3. Hibah adalah pemberian suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada 
orang lain.  Menurut hukum Islam hibah merupakan hadiah terhadap sesuatu 
harta Milik.  Sedangkan menurut Abdul Aziz Dahlan hibah adalah (pemberian 
atau hadiah). Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan 
diri kepada Allah SWT tampa mengharapkan balasan apapun.   
Yang dimaksud adalah hibah menurut hukum Islam dan KUH.Perdata. 
4. kewarisan asal katanya waris yang berasal dari bahasa arab warisa-yarisu-
warisan yang berarti mempusakai.  Sedangkan kewarisan adalah bahasa 
Indonesia yang di adopsi dari bahasa arab. Kata Kewarisan, dengan mengambil 
kata asal ‘waris’dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”, kata waris itu 
sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses.   
5. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur’an, Hadits Nabi 
SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang di 
suatu masa dalam kehidupan umat Islam.   
6. Hukum Perdata adalah: 
a. Dalam arti luas adalah hukum sipil atau hukum privat; hukum yang 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara para warga hukum (manusia-
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manusia pribadi dan badan hukum) terdiri atas: hukum perdata dalam arti 
terbatas , hukum dagang, hukum bukti, dan daluarsa (lewat waktu). 
b. Dalam arti terbatas:hukum privat dikurangi hukum dagang.   
Dari keseluruhan pengertian di atas yang penulis maksud adalah 
membandingkan tentang hubungan antara hibah dengan waris menurut Hukum 
Islam dan KUH. Perdata. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 
mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui pengertian hibah dan waris serta hubungannya menurut 
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
b. Untuk mengetahui konsep pemberian waris dan pemberian hibah menurut 
Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
2. Kegunaan 
a. Dapat menambah Khasanah keilmuan bagi penulis, dalam rangka 
sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pengertian hibah dengan waris 
menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa yang ingin mengkaji 
tentang pengertian dan operasional dalam pembagian dan penerimaan hibah 
dengan waris. 
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F. Tinjauan Kepustakaan 
Sejak dulu sampai sekarang, kajian tentang hibah dan waris ini sudah 
banyak dibicarakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknnya hasil karya para ulama 
dan intelektual tentang wasiat dan waris. Setelah penulis melihat hasil penelitian 
terdahulu, penulis melihat ada yang membahasnya dalam bentuk skripsi.atas nama 
(Febridawati) NIM: 200 200 tahun 2005 dengan judul Penghibahan Harta Dalam 
Upaya Mengurangi Warisan Menurut Hukum Islam, (Yoki Yondra) NIM: 298 136 
tahun 2004  dengan judul Pelaksanaan Hibah Di Nagari Lima Kaum Kec. Lima 
kaum Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam dan (Rahmadoni) NIM: 299 
150 tahun 2004 dengan judul : Proplematika Hibah Di Minangkabau Menurut 
Pandangan Hukum Islam. 
Adapun karya tulis dalam bentuk skripsi yang penulis tinjau atas nama 
Febridawati dengan judul Penghibahan harta dalam upaya mengurangi warisan 
menurut hukum Islam, menjelaskan bahwa seorang orang tua menghibahkan 
hartanya kepada salah seorang anaknya agar dapat mengurangi warisan ahli waris 
lain disebabkan anak yang diberi hibah sangat membutuhkan harta karena miskin, 
sementara ahli waris lain mempunyai harta yang berlebih. 
G. Metodologi Penelitian 
Penulisan skiripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan Penelitian perpustakaan (library reseach) yaitu 
meneliti, mengumpulkan, dan menganalisa dokumen-dokumen serta peraturan-
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peraturan yang terkait dengan permasalahan yang tersedia diperpustakaan, guna 
menggali data dan teori yang mendukung pembahasan ini. Penelitian ini 
penelitian Hukum Normatif karena merupakan perbandingan Hukum. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer  berupa studi kepustakaan yang bersumberkan 
kepada hadits-hadis, fiqih-fiqih, Elimartati, Idris Ramulyo, KHI dan 
KUH.Perdata, khususnya yang membahas tentang hibah dan waris. 
b. Sumber Data Skunder. 
Sumber data skunder  adalah sumber data penunjang berupa studi 
kepustakaan (library research) yang bersumberkan kepada buku-buku, 
jurnal-jurnal ilmiyah, naskah-naskah serta literatur lainnya yang dapat 
menunjang upaya penulis dalam memecahkan persoalan yang penulis 
angkatkan ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, 
membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang berkaitan dengan penelitian 
penulis dari sumber data primer dan skunder kenudian data diolah sesuai 
dengan teknik analisis data. 
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4. Analisa Data 
Analisa terhadap data yang penulis proleh adalah dengan menggunakan 
analisis berupa: 
a. Induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dan menganalisa 
dengan bertolak dari data-data khusus ke data-data umum.  Seperti  kasus 
dalam membahas hubungan hibah dengan waris. 
b. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dan 
pengetahuan  yang bersifat umum  berdasarkan keterangan umum itu penulis 
mengarahkannya kepada hal yang bersifat khusus. 
c. Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain.  
Dalam hal ini penulis membandingkan antara hubungan hibah dengan 
kewarisan menurut hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata. 
 
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HIBAH DAN HUKUM WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 
A. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata 
1. Hibah Menurut Hukum Islam 
a. Pengertian Hibah 
Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, 
yang berarti pemberian
7
, Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang 




Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g 
mendefinisikan hibah sebagai berikut : 
“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa 




Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, 
yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar 
sukarela tanpa imbalan. 
 
7
Ahmad Warson munawir Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta Pondok 
Pesantren “ Al-Munawir,” 1984), hlm. 1692. 
8
Syayid Sabig, Fiqh Al-Sunnah, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikir, 1992), hlm. 388. 
9
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 1992), hlm.156. 
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Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap 
penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain 
dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu 
sendiri. 
Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah 
materi dari harta tersebut. Kata “di waktu masih hidup”, mengandung arti 
bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila 
beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, 
berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.
10
 
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu 
perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa 
mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyratan 
apapun juga. 
b. Dasar Hibah 
Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang 
menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, 
saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka 
member karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian 
itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan 
 
10
Amir Syarifudin, Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minakabau, (Jakarta: 
Gunung Agung, 1985), hlm. 252. 
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mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-
Qur’an Surah Al – Maidah : 2 : 
(#θçΡ uρ$ yès? uρ ’ n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θçΡ uρ$ yès? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ ãèø9$#uρ 4...  
Terjemahannya : 
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 




Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, 
seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum 
diketahui asal-usulnya. 
Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun 
lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, 
pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan 
tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. 
Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang 




Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut 
terdapat 2 (dua) macam, yaitu : 
 
11
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
1995), h. 156.
12
Mu Al-Adab Al-Mufrud, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), hlm.180.
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1) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya 
menyatakan telah terjadinya pemberian. 
2) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari 
penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan 
benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang 
pemberian, maka yang harus didaftarkan.
13
 
c. Rukun Hibah 
Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal 
perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hihah. Adapun rukun Hibah menurut Al-
Jaziri adalah sebagai berikut : 
1) Aqid (pemberian) 
2) Penerima hibah 
3) Sesuatu yang diberikan 
4) Sigat.14 
d. Syarat Hibah 
Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut :
15
 
1) Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah) : 
 
13
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 
74-75.
14
Abd Ai-RahmanAl-Jazari, Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-
Ilmiah, 1990), hlm.257
15
Kementrian Agama Republik Indonesia Ilmu Fiqih, jilid III, (Jakarta Proyek Pembinaan 
Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), hlm 201-203. 
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a) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas 
harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena 
itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu 
barang kepada orang lain. 
b) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau 
perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut. 
c) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah 
itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya. 
d) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa 
karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan. 
e) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar 
dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia 
tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam 
keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya 
bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan 
matang. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan 






Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992), hlm. 164.
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2) Syarat bagi Penerima Hibah : 
a) Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah 
anak yang lahir menerima hibah. 
b) Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang 
bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau 
orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya. 
3) Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan : 
a) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah 
dilaksanakan. 
b) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara 
sah oleh ajaran Islam. 
c) Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai 
sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di 
waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau 
ditentukan bagian dan tempatnya. 
d) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada 
suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan 
digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang 
dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ( 1/3 ) dari harta milik 





Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992), hlm. 164.
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4) Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul :  
Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah 
ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat 
berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-
benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 
berhibah. 
Kompilasi Hukum Isalam (KHI) mensyaratkan hibah harus 
dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).
18
 
2. Hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
a. Pengertian Hibah 
Yang dimaksud dengan hibah dalam bahasa Belanda adalah 
“Schenking”.
19
 Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, adalah : 
“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, 
dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 




Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya 
pada apa yang dinamakan Perjanjian Cuma-Cuma dalam bahasa Belanda 
 
18
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 1992), hlm. 164.
19
Sudarsono. Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 426.
20
R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 365. 
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“Omniet”. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, 
sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai 
imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si Penghibah adalah untuk 
membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang 
dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai 
kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau 
ditarik kembali olehnya. 
Pemberi dalam testament menurut BW (Burgerlijk Wetboek) 
dinamakan legaat (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, 
sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya 
tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.
21
 Dengan 
demikian Hibah menurut BW (Burgerlijk Wetboek) ada 2 (dua) macam, 
yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku 
pula dalam ketentuan penghibah. 
b. Dasar Hibah 
Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur 
dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah : 
1) Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 
“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika 
ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka 
 
21
R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet ke-10 (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm, 94-95.
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.




sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ”.
22
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah 
ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan 




2) Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa 
untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda 
termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda 
tersebut dianggap sebagai batal.”
24
 
Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau 
memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut,
tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau 
memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya 
bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. 
Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, 
yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.
25
 
3) Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan 
bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda 
yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda 
 
22
R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 365.
23
R. Subekti. Aneka Perjanjian, cet ke-10 (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95.
24
R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 365.
25
R. Subekti. Aneka Perjanjian, cet ke-10 (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95.
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tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau 
kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus 
diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua 
kitab undang-undang ini.” 
Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil 
atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu 
mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 




c. Kecakapan untuk memberi dan menerima hibah 
Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu hibah telah diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1676, yaitu : 
“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai 




Selanjutnya dalam Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata: 
“Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama 
perkawinan” 
Pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata melarang 
penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan, namun ketentuan 
 
26
R. Subekti. Aneka Perjanjian, cet ke-10 (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 95.
27
R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 366.
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tersebut tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian benda-benda bergerak 
yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si 
Penghibah. 
d. Cara menghibahkan sesuatu 
Tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal di bawah 
ini : 
1) Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
“Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat 
atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang 
aslinya disimpan oleh notaris itu.”
28
 
2) Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan 
itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah 
sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si 
penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-
penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan 
diberikan kepadanya dikemudian hari. 
Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah 
sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, 
kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu 
dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana 
penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat 






R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 366-367.
29
R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet ke-25, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 367.
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B. Hukum Waris menurut Kompilasi Hukum Islam 
1. Pengertian Waris 
Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai 
kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka 
dan warisan.
30
 Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau 
ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-
orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh 
masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.
31
 
Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga 
kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu 
perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal 
dunia kepada orang lain yang masih hidup.
32
 
2. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam 
Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih 
mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam 
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a. Prinsip Ijbari 
Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta 




Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini 
berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 
ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, 
tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
34
 
Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya prinsip ijbari ini 
berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada 
ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, 
tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
35
 
b. Prinsip Individual 
Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan prinsi 
individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk 
dimiliki secara perorangan. Ini berati setiap ahli waris berhak atas bagian 
warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. 
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Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika prinsip individual dalam 
Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam 
Hukum Kewarisan Adat, yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini, ada 
harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. 
Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang 
turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi 
ahli waris harus menerimanya secara utuh.
36
 Misalnya adalah Harta Pusaka 
di Minangkabau da Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi 
anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang 
keluarga (harta pusaka) itu.
37
 
Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks 




c. Prinsip Bilateral 
Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki 
maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, 
yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. 
Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau 
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diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, 
Prinsip Bilateral tetap berlaku.
39
 
d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian 
Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta 
seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang 
mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada 
pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan 
harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum 
Kewarisan Islam. 
Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, 
yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas 
dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.
40
 
3. Rukun Waris 
Menurut Hukum Kewarisan Islam, Rukun Kewarisan ada 3, yaitu : 
a. Pewaris 
Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dinia, 
yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris). 
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b. Ahli waris 
Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan 
warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena 
perkawinan. 
c. Warisan 
Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda 
tidak bergerak. 
4. Sebab-sebab Kewarisan 
Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan 




Kekerabatan adalah hubungan nasib dengan orang yang mewariskan 
(muwaris) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya 
pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup : 
1) Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (furu). 
2) Ayah, kakek, ibu, nenek (usul). 
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Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling 
mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang 
meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. 





Wala yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh 
Hukum Islam,
43
 karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidu 
merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. 
Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah 
hubungan keluarga yang disebut wala’ itqi.
44
 Dengan adanya hubungan 
tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya 
itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris 
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Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena 
wala tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, 
Sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi. 
Jadi, pengertian wala disini adalah hubungan kewarisan akibat 
memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya 
menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.
46
 
5. Syarat-syarat kewarisan 
a. Meninggal dunianya pewaris 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal 
dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan 
meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan).
47
 Tanpa ada kepastian, bahwa 
pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli 
waris. 
b. Hidupnya ahli waris 
Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. 
Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan 
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kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya 
harus benarbenar hidup. 
c. Mengetahui status kewarisan 
Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, 
haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, 
hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak 
maupun seibu. 
6. Penghalang Mewaris 
Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan 
oleh si mati. Ada beberapa hal yang meghalangi seseorang ahli waris untuk 
mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :
48
 
a. Pembunuhan  
Para ulama Fiqih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima 
warisan mulai dari masa tabi’in sampai pada masa mujtahid, hal ini 
berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah berbuat dosa, 
dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. 
Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang 
untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis 
pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat 
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di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa 
kesengajaan. 
Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, 
yaitu pembunuhan lansung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung 
(tasabbub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, 
yakni pembunuhan dengan senganja, pembunuhan yang serupa sengaja, 
pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang 
tidak dengan sengaja. 
Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan 
penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan 
merupakan penghalang untuk mewaris.
49
 
b. Berlainan agama 
Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir 
meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada 
wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua 
tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak 
waris. 
Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, 
menurut kesepakatan para fuqaha, bukan merupakan penghalang untuk 
mewaris,
50
 karena mereka itu tetap sesama muslim. 
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c. Perbudakan  
Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status 
kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya 
(budak). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima 
warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana 
firman Allah dalam (Q.S. Al-Nahl: 75) : 
* z> uŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ #Y‰ ö6tã % Z.θè=ôϑ¨Β ω â‘ Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã & óx« ....  
Terjemahannya : 
“Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak hamba 
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun…”
51
 
Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap 
mengurusi hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat 
mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang budak 
tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang 
tidak memiliki harta kekayaan sama sekali. 
d. Berlainan Negara 
Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa 
yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, Kepala Negara sendiri dan 
kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan negara asing. Adapun 
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berlainan negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara 
ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda 
kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama 
muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi. 
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal 
yang menghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, 
yaitu : 
“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : 
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 
menganiaya berat pada pewaris. 
2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, 
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” 
Akan tetapi pada Pasal 171 huruf c, secara tersirat telah menunjukkan 
bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Terdapat 
perbedaan halanhan untuk mewarisi antara fiqih dan Kompilasi Hukum 
Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat menjadi 
penghalang. Untuk mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi 
penghalang. 
7. Ahli waris dan bagiannya 
Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara 
tegas oleh Al-qur’an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan 
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yang mengajarkan sistem kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran 
sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran 
tersebut mulai memberikan penafsiran kepada ayat-ayat Al-qur’an, yang 
memungkinkan untuk ditafsir secara patrilineal. 
Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal adalah sebagai berikut : 
a. Selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta 
peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini, termasuk 
perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya. 
b. Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan laki-laki,. Usbah adalah anggota 
keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya, berdasarkan 
hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal. 
c. Istilah-istilah khusus mengenai kewarisan dalam Al-qur’an mungkin 
disamakan dengan istilah biasa dalam kehidupan sehari-hari, atau istilah 
dalam Hukum Adat dalam masyarakat orang Arab. Bahkan istilah-istilah 
Hukum Adat dalam Al-qur-an sendiri. 
Apabila dilihat dari bagiannya yang diterima, dapat dibedakan :
52
 
a. Ahli waris ashab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang 
ditentukan besar kecilnya yang dikenal sebagai Al-Furud Al-Muqadarah 
yang diatur dalam Al-qur’an 6 (enan) bagian, yaitu : 1/2 (setengah), 1/3 
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(sepertiga), 1/4 .(seperempat), 1/6 (seperenam), 1/8 (seperdelapan), 2/3 
(duapertiga). 
b. Ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta 
warisan dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud. Ahli waris ini ada 3 
(tiga) macam, yaitu : 
1) Asabah bin nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri 
berhak menerima bagian asabah, ahli waris kelompok ini semua laki-laki 
kecuali mu’tikah (perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya), 
mereka adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki dan garis laki-laki bapak, 
kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung dan seayah anak laki-
laki saudara laki-laki sekandung dan seayah paman sekandung dan 
seayah, anak laki-laki paman sekandung dan seayah, mu’tiq dan muti’qah. 
2) Asabah bi al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa, karena 
bersama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Mereka 
adalah anak laki-laki dan perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan 
garis lakil-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan 
sekandung bersama saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan 
seayah bersama saudara laki-laki seayah. 
3) Asabah ma’al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian asabah, 
karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asabah, 
apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. 
Mereka adalah saudara perempuan sekandung karena bersama anak 
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.


perempuan atau bersama cucu perempuan garis laki-laki dan saudara 
perempuan seayah bersama dengan anak atau dengan cucu perempuan. 
c. Ahli waris Zawi Al-Arham, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi 
menurut ketentuan Al-qur’an tidak berhak menerima warisan. Adapun 
perincian Furud Al-Muqadarah dan ahli waris yang menerima (ashab 
alfurud) adalah sebagai berikut : 
1) Ahli Waris yang mendapatkan bagian 1/2 (setengah) : 
a) Seorang anak perempuan, jika tidak menjadi asabah bi al-gair 
sebagaimana Firman Allah swt. dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
53
 
b) Seorang cucu perempuan, bila tidak bersama mua’sibnya dan anak 
perempuannya. 
c) Saudara perempuan sekandung, bila tidak terjadi asabah. 
d) Saudara perempuan seayah, bila tidak terjadi asabah, tidak bersama 
saudara perempuan sekandung. 
e) Suami bila tidak bersama far’un mutlaq. 
2) Ahli waris yang mendapatkan 1/4 (seperempat) : 
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3) Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian ini, hanya 
diberikan kepada isteri, apabila meninggalkan anak, baik laki-laki 




4) Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3) : 
a) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak menjadi asabah bi al-gair, 
sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
57
 
b) Dua orang cucu perempuan atau lebih. 
c) Dua orang bersaudara perempuan atau lebih yang sekandung, bila 




d) Dua orang saudara perempuan yang sebapak jika tidak ada far’un 
perempuan dan mua’sibnya. 
5) Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) : 
a) Ibu bila tidak ada anak laki-laki maupun perempuan sebagaimana 
firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 11.
59
 
b) Dua orang atau lebih saudara seibu atau sebapak, baik lakilaki 
atau perempuan. 
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6) Ahli waris yang mendapatkan seperenam (1/6) : 




b) Ibu jika ada far-un dan saudara sekandung sebapak atau seibu, laki-laki 




c) Kakek bila tidak ada bapak. 
d) Nenek bila tidak ada ibu, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad : 
Artinya : 
“Sesungguhnya Nabi Muhammad telah menetapkan nenek 
seperenam bagian bila tidak ada ibu.” (H.R Abu Dawud)
62
 
e) Cucu perempuan bila ada seorang anak perempuan, sabda Nabi 
Muhammad : 
Artinya : 
“Nabi Muhammad memutuskan seorang anak perempuan setengah 
perempuan dari pancar laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua 




f) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan) bila si mati dalam 
keadaan kalala, yaitu tidak mempunyai anak dan cucu (laki-laki ataupun 
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perempuan) dan orang tua laki-laki, sebagaimana firman Allah dalam 
Surat An-Nisa Ayat 11.
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g) Saudara perempuan sebapak jika ada saudara perempuan sekandung. 
C. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
1. Pengertian hukum waris 
Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada 
anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal 
itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah 
peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang 
yang meninggal. 
Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga 
karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta 
kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh 
Almarhum. Dalam pengertian waris, tersimpul obyek waris, yaitu anggota 
keluarga yang meninggal dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi 
wasiat oleh almarhum. 
Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada 
ahli waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika 
dirumuskan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur 
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tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris 
atau orang yang ditunjuk.
65
 
Sedangkan A. Pitlo mendefinisikan, bahwa Hukum Waris adalah 
sebagai berikut: 
“Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan 
karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan 
yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi 
orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan 
antaramereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara 
mereka dengan pihak ketiga.”
66
 
Sedangkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pewaris 
merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak 
kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang 
akan diwariskan. 
Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang 
timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula 
dengan halnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga 
ini juga tidak dapat diwariskan.
67
 
2. Dasar hukum waris 
Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : 
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“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”
68
 
Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, 
bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya 
beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.
69
 
Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya 3 (tiga) 
persyaratan, yaitu : 
a. Ada seseorang yang meninggal dunia. 
b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh 
warisan pada saat pewaris meninggal dunia. 
c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris. 
3. Ahli waris dan bagiannya 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga 
yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan 
keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-undang ada 2 (dua) 
cara untuk mendapatkan warisan, yaitu : 
a. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang (ab intestato). 
b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).70 
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a. Ahli Waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (ab intestato) : 
1) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak beserta keturunannya dalam garis 
keturunannya lancang ke bawah.
71
 
Dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 
“Anak-anak atau sekalian mereka biar dilahirkan dari lain-lain 
perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, 
nenek,atau semua keluarga sedarah antara laki-laki ataupun 
perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih 
dahulu, mereka mewarisi kepala demi mereka. Jikia dengan si 
meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan 
masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi 




2) Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris pada 
dasarnya bagi orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris tetapi 




3) Golongan Ketiga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 853 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : 
“Apabila si meninggal tidak meningglakan keturunan maupun suami-
isteri, maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi 
ketentuan dalam Pasal 859 warisannya harus dibagi dalam bagian 
yang sama, ialah satu untuk bagian sekalian keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus ke atas dan bagian untuk sekalian keluarga 
yang sama dalam garis seibu. Waris yang terdekat derajat dalam garis 
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lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garis, dengan 
mengesampingkan segala waris lainnya, semua keluarga dalam garis 
lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka 
kepala demi kepala.” 
Sedangkan dalam Pasal 854 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
disebutkan, yaitu : 
“Apabila seseorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
keturunan maupun suami-isteri, sedang bapak ibunya masih hidup, 
maka dari mereka mendapatkan sepertiga dari warisan jika si 
meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki ataupun 
perempuan yang mana mendapatkan sepertiga, selebihnya si bapak 
dan si ibu masing-masing mendapatkan seperempat, jika si 
meninggalkan lebih dari seorang saudara laki-laki ataupun 
perempuan, dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-
saudara laki-laki ataupun perempuan.”
74
 
4) Golongan Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke 
sampaing dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
75
 
b. Ahli waris berdasarkan penggantian, dalam hal ini disebut ahli waris tidak 
langsung. 
1) Penggantian dalam garis lancang ke bawah. Setiap anak yang meninggal 
lebih dahulu digantikan oleh cucu pewaris. 
2) Pengertian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau saudara tiri 
yang meninggal lebih dahulu digantikan sekalian anaknya. 
3) Penggantian dalam garis ke samping juga melibatkan penggantian 
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c. Pihak ke tiga yang bukan ahli waris, dapat menikmati harta peninggalan. 
Dalam hal ini, kemungkinannya timbul dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ke tiga yang bukan ahli waris,  
tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat 




Dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki 
maupun peremuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada 
ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan 
menutup anggota keluarga lainnya dalam garis keturunan lurus ke atas maupun 
kesamping, demikian pula golongan lebih tinggi derajatnya, sedangkan ahli 
waris atau testament jumlah tidak tentu, sebab ahli waris macam ini bergantung 
pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat sering kali berisi penunjukan 
seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau 
sebagian dari warisan akan tetapi juga ahli waris menurut Undang-undang atau 
ab intesatato, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamentair, akan 
memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.
78
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Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut Burgerlijk Wetboek 
adalah: 
a. Bagian golongan pertama yang melindungi anggota keluarga dalam garis 
keturunan ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka dan janda 
atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian 
yang sama, jadi jika terdapat empat orang anak dari janda, maka 
masingmasing mereka mendapat seperlima bagian. Apabila salah seorang 
anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, akan tetapi 
mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 
seperlima dibagi diantaranya anak-anak yang mengganti kedudukan ayahnya 
yang telah meninggal itu, sehingga masing-masing cucu mendapat 
seperduapuluh. Jadi, hakekat sebagian dalam golongan pertama ini, jika 
pewaris hanya meninggalkan seorang dan dua orang cucu, maka cucu tidak 
memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak 
pewaris itu telah meninngal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya 
digantikan oleh anaknya atau cucu pewaris.
79
 
b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggoat keluarga dalam garis lurus ke 
atas, yaitu orang-tua, ayah dan ibu dan saudara laki-laki maupun perempuan 
beserta keturunan mereka. Menurut Burgerlijk Wetboek, baik ayah, ibu 
maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang 
sama. Akan tetapi, bagian bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan 
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karena mereka tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta 
warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewarisi bersama-
sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan 
mendapatkan seperempat bagian dari seluruh harta warisan, masing-masing 
dari mereka akan mendapat seperenam bagian. Jika ayah atau ibu salah 
seorang sudah meninggal dunia yang hidup paling lama akan memperoleh 
sebagai berikut: 
1) 1/2 (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi 
bersama-sama seorang saudaranya baik laki-laki maupun perempuan 
sama saja. 
2) 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan, jika mewarisi bersama-sama 
dengan dua orang pewaris. 
3) 1/4 (seperempat) dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-
sama tiga orang atau lebih saudara pewaris. 
Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal, maka  meninggalan 
seluruhnya jatuh kepada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris 
golongan kedua yang masih ada. 
Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu, hanya ada yang 
seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu 
dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai 
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saudara seayah dan seibu disamping saudara kandung, maka bagian saudara 
kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.
80
 
c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur dan 
selanjutnya ke atas dari pewaris. Apabila pewaris sama sekali tidak 
meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun golongan kedua. Dalam 
keadaan seperti ini, sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus 
dibagi dua (kloving), selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak 
kekuarga dari pancer ayah pewaris, dan separuhnya lagi merupakan bagian 
sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian masing-masing separuh dari 
hasil kloving itu harus dibagikan kepada kakek pewaris untuk bagian pancer 
ayah, sedangkan bagian dari pancer ibu, harus diberikan kepada nenek.
81
 
d. Bagian golongan keempat, yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke 
samping sampai derajat keenam, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli 
waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian separuh 
dari pancer ayah atau ibu, jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris, 
yakni saudara si kakek atau saudara si nenek dengan peawis. Apabila dalam 
bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, 
maka bagian pancer dari ibu, jatuh kepada ahli waris dari pancer ayah, 
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 Dalam Pasal 832 Ayat 2 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata disebutkan : 
“Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali 
tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik 
negara, selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang 
peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi.”
83
 
Besarnya bagian warisan dari anak-anak luar kawin tergantung dari derajat 
hubungan kekeluargaan dari para ahli waris sah. Hal ini diatur dalam Pasal 
863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan : 
1) Jika anak luar kawin diakui mewarisi bersama dengan Golongan I, maka 
bagiannya 1/3 x bagian seandainya ia anak sah; 
2) Jika anak luar kawin diakui pewaris bersama Golongan II, maka 
bagiannya sama dengan 1/2 x bagian seandainya ia anak sah; 
3) Jika anak luar kawin diakui mewarisi bersama Golongan III, maka 
bagiannya sama dengan 1/2 x bagian seandainya ia anak sah; 
4) Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan IV, maka 
bagiannya sama dengan 3/4 x bagian seandainya ia anak sah; 
5) Jika anak luar kawin diakui mewaris bersama Golongan III dan IV 
(Golongan II dan Golongan IV yang berbeda pancer), maka bagiannya 
 
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4. Ahli waris yang tidak patut menerima warisan 
Ahli waris yang tidak patut menerima warisan adalah sebagimana yang 
diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu yang 
dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari 
warisan : 
a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau 
mencoba membunuh si yang meninggal. 
b. Mereka yang dengan Putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara 
fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. 
c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang 
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 




Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau 
seluruh harta peninggalan dan ia pura-pura sebagai ahli wari, maka ia wajib 
mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah 
 
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dinikmatinya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 839 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, yaitu : 
“Tiap-tiap waris yang karena tidak patut telah dikecualikan dari 
pewaris, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang 
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KONSEP KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN 
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 
A. Konsep Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Kewarisan Islam sebagai bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi 
sebagai bagian dari aspek muamalah sub Hukum Perdata, tidak dapat dipisahkan 
dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-
kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek 
yang lain dari ajaran Islam tersebut. 
Sumber-sumber Islam itu ialah Al-qur’an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.ketiga 
sumber ini pula yang menjadi sumber Hukum Kewarisan Islam. Penggunaan 
ketiga sumber ini didasarkan kepada ayat Al-qur’an sendiri dan Hadists Nabi.123 
Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini ialah Al- Qur’an Surat An-Nisa’ 
(4) : 59 : 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™§	9$# ’ Í<'ρ é& uρ Í
ö∆F{ $# 
óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôãt“≈ uΖs? ’ Îû & óx« çνρ –Š ã	sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθß™§	9$#uρ ...  
Terjemahannya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan 
ulil amri diantara kmu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
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Ayat ini memeberi pengertian, bahwa orang mukmin diharuskan untuk 
mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Hal ini dapat diberi 
pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek 
harus mengikuti, dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itu 
pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber Al-qur’an. Sedangkan 
taat kepada Rasul, dimaknakan dengan sumber Sunnah dan Ulil Amri dengan 
sumber Ijtihad para Mujtahid. 
Sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga. Dalam kaitannya dengan Hukum 





Al-qur’an merupakan sumber pokok pengesahan Hukum Kewarisan 
Islam. Karena itu kendati pun Sumber Hhukum Kewarisan ada tiga, tetapi pada 
hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus 
diacukan kepadanya. Khusus dalam kaitannya dengan Hukum Kewarisan 
Islam, Al-qur’an telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat 
yang mengatur tentang Hukum Kewarisan Islam hampir semuanya terdapat 
dalam Surat An-Nisa’ dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari 
beberapa ayat kewarisan dan yang bertalian dengannya, dapat diklarifikasikan 
pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan pembantu. 
 
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Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah yang lansung 
menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah :
89
 
a. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya 
perbedaan bagian ahli waris (QS An-Nisa’(4) :7) 
b. Detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat 
pewaris (QS An-Nisa’ (4) :11 dan 12) 
c. Pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan 
seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari Surat An-Nisa’, yaitu berkenaan 
dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS An-Nisa’ (4) : 33) 
d. Jika pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan 
dengan kalalah (QS An-Nisa’ (4) :176) 
Kedua, kelompok ayat kewarisan pembantu adalah ayat-ayat yang 
punya fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai 
sistem kewarisan Islam. 
a. Aspek-aspek kewajiban larangan90 
1) Kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sewaktu pembagian waris jika 
hadir di situ fakir miskin dan kerabat (QS An-Nisa’ (4) :8) 
2) Kewajiban agar pewaris memperhatikan kesejahteraan ahli waris (QS An-
Nisa’ (4) :9 dan Al-Baqarah (2) :180) 
 
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3) Kewajiban berwasiat kepada istri yang ditinggalkan minimal dalam batas 
satu tahun (QA Al-Baqarah (2) :240) 
4) Kewajiban untuk memberikan harta anak yatim, jika mereka dianggap 
mampu dan dewasa (QS An-Nisa’ (4) :4,5,6) 
5) Larangan untuk memakan harta anak yatim (QS An-Nisa’ (4) :2)  
b. Dasar untuk waris-mewaris 
1) Karena pertalian atau hubungan darah (QS Al-Anfaal (8) : 75) dan Al-
Ahzaab (33) : 6) 
2) Anak angkat yang tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya (Al-
Ahzaab (33) : 4,5) 
c. Mengenai sanksi 
1) Sanksi kebahagiaan diberikan kepada mereka yang melaksanakan hukum 
kewarisan seperti yang telah ditetapkan Allah (QS An-Nisa’ (4) : 12) 
2) Sanksi kesengsaraan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan 
hukum kewarisan sesuai ketentuan Allah (QS An- Nisa’ (4) : 14) 
2. Sunnah Rasul 
Sunnah dalam makna bebasnya dapat diartikan Tradisi Nabi. Sebagai 
sumber legislasi kedua setelah Al-qur’an, Sunnah memiliki fungsi sebagai 
penafsir atau pemberi bentuk konkrit terhadap Al-qur’an, sebagai penguat 
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hukum dalam qur’an dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan 
dalam Al-qur’an (Abdul Wahab Khalaf, 1985:52).
91
 
Fungsi sebagai pemberi konkrit dari sunnah dalam bidang kewarisan 
misalnya hadist yang diriwayatkan Bukhori Muslim dan Ibnu Abbas yang 
menyatakan, bahwa alangkah baiknya kalau manusia mengurangkan wasiatnya 
dari sepertiga kepada seperempat, karena Nabi bersabda, boleh sepertiga itu pun 
cukup banyak. 
Fungsi Sunnah sebagai sumber yang membentuk hukum sendiri dalam 
bidang kewarisan ini cukup banyak. Hadist-hadist tersebut, misalnya tentang 
wala atau warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi hak 
orang yang memerdekakannya (HR. Bukhori-Muslim), sedangkan harta 
warisan orang yang tidak meninggalkan keturunan atau kalalah menjadi milik 
baitul-mal (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
92
 
3. Ijtihad  
Sebenarnya Al-qur-an dan Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai 
sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan 
kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. 
Tetapi kehidupan manusia yang dinamika, membutuhkan hukum yang bias 
berubah dengan perubahan kondisi sosial-budayanya. Karena itu, diperlukan 
 
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alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan 
memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang 
relevan dengan kebutuhan mereka. 
Menghadapi perubahan sosial budaya yang demikian, maka diperlukan 
usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan 
hukum syari’at dari dalil-dalil Al-qur’an dan Sunnah. 
Hukum Kewarisan termasuk salah astu aspek yang diatur secara jelas 
dalam Al-qur’an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa, masalah 
kewarisan cukup penting dalam Agama Islam. Sedikitnya ada empat konsep baru 
yang ditawarkan Al-qur’an, yaitu :
93
 
1. Islam menundukkan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak 
sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam orang tua baru mungkin 
dapat warisan kalau pewaris mati tidak ada keturunannya. 
2. Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) 
pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. 
3. Suami isteri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi 
Arab Jahiliyah, yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk warisan. 
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Urgensi kewarisan yang lain adalah karena kewarisan berkaitan langsung 
dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan sangat 
mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Proses kewarisan itu memiliki 
fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim. 
Fungsi tersebut antara lain, yaitu :
94
 
1. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Fungsi 
kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris, yang 
termasuk kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak, 
diserahkan kepada lembaga baitul mal. 
2. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang 
oleh agama. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja diantara 
kerabat tetapi juga diantara muslim dan bahkan diantara masyarakat umum. Hal 
ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis, misalnya di mana individu 
mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang 
membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan 
mendayagunakan kekayaannya. 
3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari 
rezeki yang halal dan berkecukupan. Dengan adanya semangat kerja atau etos 
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Setiap kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dan 
sistem kewarisan bersangkutan. Sistem Kewarisan Islam itu adalah Asas berlaku 
dengan sendirinya dimana pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia 
kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga 
yang menangguhkannya. Asas bilateral individu dimana setiap ahli waris baik 
laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat 
ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri- sendiri oleh ahli 
waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Asas penyebarluasan 
dengan prioritas di lingkup keluarga, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa 
harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris, bukan anak 
saja yang mendapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, 
saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan 
saudara-saudara sama-sama tercakup. Keluarga yang lebih dekat hubungannya 
dengan pewaris mendapat keutamaan daripada yang jauh. Asas persamaan hak dan 
perbedaan bagian dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya 
hanya terletak pada bagian yang akan di dapat setiap ahli waris laki-laki mendapat 
bagian yang lebih besar daripada perempuan.
95
 
Bahwa Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relatif cukup 
tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Penyebab 
adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu, dikarenakan pada sistem Hukum 
 
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Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan nash qath’i, juga karena 
jumlah nash qath’i itu sendiri hanya sedikit dan hanya mengatur hal-hal yang 
pokok. Dalam konteks perkembangan sosial, maka bentuk metodologi yang dapat 
menjadi pertimbangan dalam penetapan hokum kewarisan adalah maslahah dan 
adat kebiasaan yang telah mengikat anggota masyarakat, disamping menggunakan 
qiyas. 
Hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum yang ada di 
Indonesia, artinya Hukum Islam menjadi salah satu norma hukum bagi upaya 
pembentukan Hukum Nasional termasuk di bidang kewarisan. Munculnya 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 
154 Tahun 1991 menunjukkan upaya fungsional ajaran Islam sebagai hukum yang 
hidup di dalam masyarkat dan sebagai upaya mengakhiri propaganda dari 
keberlakuan Hukum Islam.
96
 Dalam kaitannya dengan kewarisan berupaya 
menurunkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesamaan hak di depan hukum 
diantara ahli waris. Peraturan tersebut, memberikan arahan secara tegas sasaran 
pemberlakuannya, yaitu Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya 
dalam posisinya sebagai pedoman penyelesaian masalah di bidang pernikahan, 
wakaf dan khusunya di bidang kewarisan. 
Khusus bidang kewarisan dalam Instruksi Presiden tentang Kompilasi 
Hukum Islam tersebut terdapat pada buku II dari tiga buku yang ada, yaitu Buku I 
 
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tentang perkawinan, Buku III tentang perwakafan. Secara umum Hukum 
Kewarisan yang terdapat pada Buku II dari Kompilasi Hukum Islam ini sudah 
meliputi aspek-aspek bahasan tentang Hukum Kewarisan, misalnya tentang ahli 
waris, pewaris, harta warisan dan sebagainya. 
Hanya saja ada beberapa aspek yang tidak tertuang secara eksplisit dalam 
pasal-pasal, misalnya tentang asas kewarisan, masalah anak tiri, hijab. Walaupun 
ketiga aspek tersebut tidak terhitung dalam pasal-pasal namun dapat ditafsirkan 
dari pasal-pasal yang ada, misalnya kewarisan anak tiri dapat ditafsirkan dari Pasal 
171 (c) dan 174 (1). Aspek hijab dapat ditafsirkan dari Pasal 174 (2).
97
 Begitu 
pula, aspek kewarisan selain sudah terdapat dalam Pasal 183, namun belum 
lengkap, dapat ditafsirkan dari pasal-pasal yang mengatur ahli waris dan 
bagiannya. 
B. Konsep kewarisan menurut Kompilasi Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. 
Pada masa penjajahan Belanda dahulu, warga negara dibagi atas beberapa 
golongan, dan masig-masing golongan mempunyai aturan hukumnya sendiri. 
Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak 
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1. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan 
orang-orang tersebut. 
2. Golongan orang-orang Timur Asing Tionghoa. 
3. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang 
menundukkan diri. 
Hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata 
sekarang ini masih berlaku, terutama untuk ketiga golongan penduduk Indonesia 
sebagaimana dijelaskan di atas. 
Hukum Perdata menurut doktrin dibagi menjadi empat bagian, yaitu 
Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan dan Hukum Waris. Di dalam 
doktrin Hukum Waris merupakan suatu bagian tersendiri dari Hukum Perdata. 
Pembagian Hukum Perdata menurut sistematika dari pada Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata adalah lain sekali, dan karenanya tempat Hukum Waris di dalam 
sistematika itu juga lain sekali. Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk 
selanjutnya secara ringkasnya disebut Burgerlijk Wetboek (BW) dibagi menjadi :
99
 
1. Buku I   : Tentang Pribadi 
2. Buku II   : Tentang Benda 
3. Buku III  : Tentang Perikatan 
4. Buku IV  : Tentang Bukti dan Kadaluarsanya. 
 
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Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II, tentang Benda, 
khususnya di dalam Titel XII Tentang Pewarisan karena Kematian, Titel XIII 
tentang Surat Wasiat,Titel XIV Tentang Pelaksanaan Wasiat dan Pengurus Harta 
Peninggalan, Titel XV Tentang Hak Mikir dan Hak Istimewa untuk mengadakan 
pendaftaran harta peninggalan, TitelXVI Tentang Menerima dan Menolak suatu 
Warisan, Titel XVII Tentang Pemisahan Harta Peninggalan, dan Titel XVIII 
Tentang Harta Peninggalan yang Tak Terurus. 
Jadi, Hukum Waris mendapat pengaturannya di dalam Buku II, bersama-
sama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Hal tersebut 
disebabkan karena Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang pada 
asanya sama dengan Burgerlijk Wetboek Belanda, dengan perubahan-perubahan 
sedikit di sana-sini dan merupakan jiplakan dari Code Civil Perancis.
100
 
Pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik 
sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang 
berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak 
kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajibankewajiban, 
yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.
101
 
Penyebutan hak mewaris oleh pembentukan undang-undang di dalam 
kelompok hak-hak kebendaan, di dalam Pasal 528 Burgerlijk Wetboek adalah tidak 
benar. Pasal 528 Burgerlijk Wetboek meyebutkan : 
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“Atas suatu kebendaan (zaak), seorang dapat mempunyai, baik suatu 
kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, 
baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hypotheek” 
Di sini ternyata, bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak 
kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris 
merupakan suatu kebendaan. Imi merupakan pengaruh Hukum Romawi. Cara 
berpikir sebagai tersebut diatas, sebenarnya merupakan akibat pengaruh Hukum 
Romawi dan Hukum Germania pada Hukum Perdata Belanda, dan Hukum Perdata 
Indonesia merupakan jiplakannya. Di dalam Hukum Romawi, warisan dianggap 
suatu zaak (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak 
kebendaan (zakelijkrecht) atasnya. Dengan meninggalnya seseorang, seakan-akan 
timbul suatu zaak yang baru, yang lain dari zaak yang lama yang dipunyai pewaris 
dan kekayaan pewaris sekarang menjadi satu kesatuan yang baru, zaak yang baru. 
Atas zaak yang baru tersebut, para ahli mempunyai hak milik bersama yang bebas 
(vrije-mede eigendom, condomunium). Sebaliknya Hukum Germania tidak 
memandang warisan sebagi suatu zaak tersendiri dan para ahli waris tidak 
mempunyai hak kebendaan atasnya. Antara mereka terdapat pemilikan bersama 




Apabila ditinjau secara keseluruhan, bentuk Hukum Waris Indonesia lebih 
menunjukkan pengaruh Hukum Germania. Namun apabila diperhatikan lebih 
lanjut di dalam Pasal 528 Burgerlijk Wetboek dapat disimpulkan, bahwa warisan 
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adalah merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri dan dicantumkannya hak 
waris sebagai hak kebendaan di antara hak-hak kebendaan yang lain.
103
 
Dengan adanya pengaruh Hukum Germania kuno di dalam Burgerlijk 
Wetboek, nampak dalam wujud adanya suatu hak milik bersama yang terikat 
antara para ahli waris terhadap warisan yang jatuh pada mereka. Hak Hereditatis 
Petitio di dalam Pasal 834 Burgerlijk Wetboek, merupakan hak yang tidak 
diturunkan oleh pewaris melainkan hak ahli waris sendiri yang diberikan oleh 
Undang-undang lembaga mana berasal dari Hukum Romawi.
104
 
Jadi, dengan dimasukkannya peraturan-peraturan mengenai pewarisan di 
dalam Buku II didasarkan atas anggapan bahwa pewarisan merupakan salah satu 
cara untuk memperoleh hak milik. Dengan demikian, bahwa yang berpindah 
berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak erfpacht, hak 
tagihan, bahkan tidak hanya hak-hak dalam lapangan hukum kekayaan saja tetapi 
juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, dan di 
samping itu juga turut beralih semua kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum 
kekayaan. 
Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang 
mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau 
 
103
Anisitus Amanat, Membagi Warisan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3. 
104
Satrio, Hukum Waris, (Bandung, Alumni, 1992), hlm.3. 
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.





 Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat 
hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, 
perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli 
waris maupun antara mereka dengan pihak ke tiga. Apabila membicarakan 
masalah pewarisan kalau :
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1. Ada orang yang mati 
2. Ada harta yang ditinggalkan 
3. Ada ahli waris 
Di atas telah dijelaskan bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan 
yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada 
para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam Hukum 
Waris bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaaan si pewaris. 
Kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dipunyai orang yang 
mempunyai nilai uang, ini berati bahwa Hukum Waris sebenarnya merupakan 
bagian dari Hukum Kekayaan. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai 
nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum 
kekeluargaan tidak dapat diwariskan. Juga perikatan-perikatan yang walaupun 
mempunyai sifat Hukum Kekayaan tetapi berasal dari Hukum Keluarga tidak 
termasuk dalam warisan. 
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Sebaliknya, hak-hak kekayaan yang sudah ada, sekalipun berasal dari 
hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan. Hubungan-hubungan hukum 
tertentu, yang walaupun mempunyai niali uang dan karenanya bersifat Hukum 
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OPERASIONAL PEMBAGIAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS SERTA 
PEMBERIAN HIBAH MENURUTKOMPILASI HUKUM ISLAM DAN 
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 
A. Sistem Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pada 
Bab III pasal 176 sampai dengan pasal 191 tentang Besarnya Bahagian. 
Presentasi pembagian harta waris bervariasi disesuaikan dengan kondisi ahli 
waris. 
1. Derajat Ahli Waris 
Antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya ternyata mempunyai 




a. Ashabul furudh. Golongan inilah yang pertama diberi harta warisan. 
Mereka ialah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-
Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’. 
b. Ashabah nasabiyah. Setelah ashabul furudh, barulah ashabat nasabiyah 
menerima bagian. Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat pewaris yang 
menerima siswa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata 
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tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta 
peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki 
pewaris, sanudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya. 
c. penambahan bagi ashabul furudh sesuai bagian (kecuali suami istri). 
Apabila ahta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya 
masih juga tersisa, maka hendaknya dibagikan kepada ashabul furudh 
masing-msing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami 
atau istri tidak berhak mendapatkan tambahan bagian karena dihalangi oleh 
ikatan pernikahan. 
d. Mewariskan kepda kerabat. Yang dimaksud dengan kerabat disini ialah 
kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim dan tidak termasuk 
dalam ashabul furudh juga ashabah. Misalnya paman (saudara ibu), bibi 
(saudara ibu) dan sebagainya. Jadi jika pewaris mempunyai kerabat yang 
tidak termasuke ke dalam ashabul furudh dan tidak pula ashabah, maka 
mereka berhak mendapatkan warisan. 
e. Tambahan hak waris bagi suami atau istri. bila pewaris tidak mempunyai 
ahli waris yang termasuk dalam ashabul furudh dan ashabah, juga tidak ada 
kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut 
seluruhnya menjadi hak suami atau istri. 
f. Ashabah karena sebab. yang dimaksud para ashabah karena sebab ialah 
orang yang memerdekakan budak. Misalnya, seorang bekas budak 
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meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah 
memerdekakannya termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai ashabah. 
g. Orang yang diberi wasiat lebih sepertiga harta waris. Yang dimaksud 
disini ialah orang lain, artinya bukan salah seorang dari ahli waris. 
Misalnya seseorang maninggal dan mempunyai 4 anak, namun sebelum 
meninggal ia terlebih dahulu memberikan wasiat kepada semua anaknya 
untuk memberikan sejumlah hartanya kepada seorang yang bukan termasuk 
salah satu ahli warisnya. 
h. Baitul maal. Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli 
waris ataupun kerabat maka seluruh hartanya diserahkan kepada baitulmaal 
untuk kemaslahatan umat. 
2. Rukun Waris 
Rukun waris ada tiga, yaitu : 
a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak 
untuk mewarisi pwninggalannya. 
b. Ahli Waris, yaitu mereka yang berhak menerima peninggalan pewaris 
dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, pernikahan atau lainnya. 
c. Harta Warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang 
ditinggalkan pewaris, baik berupa uang atau peninggalan lainnya. 
3. Syarat Waris 
a. Meninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum 
(misalkan dianggap sudah dianggap meninggal). 
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Maksudnya meninggalnya pewaris, baik secara hakiki ataupun 
secara hukum, ialah bahwa seseorang telah meningal dan diketahui oleh 
seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang 
ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi 
keberadaanya. 
Hal ini harus diketahui pasti, karena bagaimanapun keberadaannya. 
Manusia yang masih hidup tetap dianggap mempu untuk mengendalikan 
seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat 
oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal. 
b. Adanya ahliwaris yang hidup secara hakiki pada wktu pewaris meninggal 
dunia. 
Maksudnya, pemindahanhak kepemilikan dari pewaris harus kepada 
ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang 
sudah mati tidak memiliki hak unti mewarisi. 
c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah dan bagiannya 
masing- masing. 
Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, 
misalnya suami, istri, kerabat, dan sebaginya. Sehingga pembagi 
mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada 
masing-masing ahli waris. 
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4. Ahli Waris Dari Golongan Laki-laki 
Ahli waris dari kaum laki-laki ada lima belas :
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a. Anak laki-laki 
b. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) 
c. Bapak 
d. Kakek (dari pihak bapak) 
e. Saudara kandung laki-laki 
f. Saudara laki-laki seayah 
g. Saudara laki-laki seibu 
h. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki 
i. Anak laki-laki dari saudara kandung seibu 
j. Paman (saudara kandung ayah) 
k. Paman (saudara bapak seayah) 
l. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah) 
m. Anak laki-laki paman seayah 
n. Suami 
o. Laki-laki yang memerdekakan budak. 
Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris didalamnya tercakup cicit 
(anak dari cucu) dan seterusnya, yang pentng laki-laki dan dari keturunan 
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5. Ahli Waris dari Golongan Wanita 
Adapun ahli waris dari kau wanita ada sepuluh :
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a. Anak perempuan 
b. Ibu 
c. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki) 
d. Nenek (ibu dari ibu)] 
e. Nenek (ibu dari bapak) 
f. Saudara kandung perempuan 
g. Saudara perempuan seayah 
h. Saudara perempuan seibu 
i. Istri 
j. Perempuan yang memerdekakan budak. 
6. Pembagian Waris Menurut Islam 
Jumlah bagian yang telah ditentukan Al-Qur’an ada enam, yaitu setengah 
(1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), 
dan seper enam (1/6).
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a. Ashabul Furudh yang berhak mendapat setengah Ashabul Furudh yang 
mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu 
golongan laku-laki dan empat dari golongan perempuan. Kelima Ashabul 
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Furudh tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan 
akan laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah. 
1) Seorang suami berhak mendapat separuh dari harta warisan, dengan 
syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki 
maupun perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut atau 
bukan. 
2) Anak perempuaan kandung mendapat bagian separuh dengan syarat : 
v  Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki 
v  Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. 
3) Cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian 
setengah dengan tiga syarat : 
v  Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari 
anak laki-laki) 
v  Apabila hanya seorang (cucu tunggal) 
v  Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak 
laki-laki. 
4) Sudara kandung perempuan akan mendapaktah setengah dari harta 
warisan denga tiga syarat : 
v  Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki 
v  Ia hanya seorang diri 
v  Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak mempunyai 
keturunan, baik keturunan laki-laki atau perempuan 
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5) Saudara perempuan seayah akan mendaparkan bagian setengah dari 
pewaris dengan syarat : 
v  Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki 
v  Apabila ia hanya seorang diri 
v  Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan 
v  Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan pula anak, baik laki-
laki maupun perempuan. 
b. Ashabul Furudh yang berhak mendapat seperempat 
1) Seorang suami berhak mendapatkan bagian seperempat dari harta 
peninggalan istrinya denga satu syarat, yaitu jika sang istri mempunyai 
anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau 
cucu tersebut dari darah dagingnya atau denga suami lain (sebelumnya). 
2) Seorang istri akan mendapatkan bagian seperempat dari harta 
peninggalan suaminya dengan satu syarat, yatu apabila suami tidak 
mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari 
rahim istri laninnya. 
c. Ashabul Furudh yang berhak mendapat seperdelapan 
Dari sederetah Ashabul Furudh memperoleh bagian seperdelapan 
yaitu istri. Istri, baik seorang ataupun lebih akan mendapatkan 
seperdelapan bagian dari harta suaminya, bila suami mempunyai anak atau 
cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. 
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d. Ashabul Furudh yang berhak mendapat dua per tiga 
Ashabul Furudh yang mendapat bagia dua per tiga dari harta 
peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita : 
1) Dua anak perempuan (kandung) atau lebih 
2) Dua orang cucu perempuan keturunan laki-laki atau lebih 
3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih 
4) Dua orang saudara perempuan seayah atau seibu. 
Ketentuan tersebut terikat oleh syarat-syarat seperti berikut : 
1) Dua anak perempuan kandng atau lebih tidak mempunyai saudra laki-
laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. 
2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapatkan 
2/3 dengan persyaratan berikut : 
v  Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau 
perempuan 
v  Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan 
v  Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudar laki-laki. 
3) Dua saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapat bagian 2/3 
dengan persyaratan sebagai berikut : 
v  Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik anak laki-laki atau 
perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek. 
v  Dua saudara kandung perempuan (ata lebih) itu tidak mempunyai 
saudara laki-laki sebagai ashabah. 
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v  Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan 
dari keturunan anak laki-laki. 
4) Dua saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian 2/3 
dengan syarat : 
v  Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. 
v  Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai sadara laki-
laki. 
v  Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari 
keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki atau 
perempuan). 
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seaayah 
untuk mendapatkan bagian 2/3 hampir sama dengan persyaratan dua 
saudara kandung perempuan, hanya disini (saudara seayah) ditambah 
dengan keharsan adanya saudara kandung (baik laki-laki atau 
perempuan). 
5) Ashabul Furudh yang berhak mendapat sepertiga 
Adapun Ashabul Furudh yang mendapatkan bagian sepertiga 
hanya dua bagian, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki atau 
perempuan) yang seibu. Seorang ibu berhak mendapatan bagian 
sepertiga dengan syarat : 
a) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki keturunan anak 
laki-laki 
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b) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki 
maupun perempuan), baik saudara kandung atau seayah ataupun 
seibu. 
6) Ashabul Furudh yang berhak mendapat seperenam 
Adapun Ashabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian 1/6 
ada tujuh orang. Ayah, kakek asli (bapak dari ayah), ibu, cucu 
perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek 
asli, saudara perempuan seibu. 
a) Seorang ayah akan mendapatkan bagian 1/6 bila pewaris mempunyai 
anak, baik laki-laki atau perempuan. 
b) Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapatkan 1/6 bila pewaris 
mempunyak anak laik-laki atau perempuan atau cucu laki laki dari 
keturunan anak, dengan syarat pewaris tidak ada. 
c) Ibu akan memperoleh bagian 1/6 denga 2 syarat : 
v  Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu 
laki-laki dari keturunan anak laki-laki. 
v  Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-
laki atau perempuan, baik kandung, seayah atau seibu. 
d) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih 
akan mendapat bagian 1/6, apabila pewaris mempunyai satu anak 
perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut 
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mendapat bagian 1/2, dan cucu perempuan dari keturunan laki-laki 
pewaris mendapat 1/6, sebagai pelengkap 2/3. 
e) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapatkan 
bagian 1/6, apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung 
perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu 
perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak 
perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 
seudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah atau 
lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian 1/6 sebagai 
penyempurna dari 2/3. Sebab jika saudara perempuan kandung 
memperoleh 1/2 bagian, maka tidak ada sisa kecuali 1/6 yang 
memang merupakan hak saudara perempuan seayah. 
f) Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian 
masing-masing 1/6 bila mewarisi sendirian 
g) Nenek asli mendapat bagian 1/6 ketika pewaris tidak lagi mempunyai 
ibu. Ketentuan demikian baiknenek itu hanya satu ataupun lebih (dari 
jalur aygh maupun ibu) yang jelas 1/6 itu dibagikan secara rata 
kepada mereka. 
Adapun yang berwenang membagi harta waris atau yang menentukan 
bagiannya yang berhak mendapatkan dan yang tidak, bukanlah orang tua anak, 
keluarga atau orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena Dia-lah yang 
menciptakan manusia, dan yang berhak mengatur kebaikan hambaNya. 
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Terjemahannya : 
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 
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Terjemahannya : 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan…” [An-Nisa : 176]
113
 
Sebab turun ayat ini, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin 
Abdullah Radhiyallahu ‘anhu bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan harta 
yang kutinggalkan ini”? Lalu turunlah ayat An-Nisa ayat 11. Lihat Fathul Baari 
8/91, Shahih Muslim 3/1235, An-Nasa’i Fil Kubra 6/320. 
Jabir bin Abdullah Radhiyallahu ‘anhu berkata, datang isteri Sa’ad bin 
Ar-Rabi’ kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa dua 
putri Sa’ad. Dia (isteri Sa’ad) bertanya :”Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa’ad 
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bin Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada waktu 
perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, dan tidak sedikit 
pun menyisakan untuk dua putrinya. Keduanya belum menikah….”. Beliau 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allahlah yang akan memutuskan 
perkara ini”. Lalu turunlah ayat waris. 
Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil paman anak ini, sambil 
bersabda : “Bagikan kepada dua putri Sa’ad dua pertiga bagian, dan ibunya 
seperdelapan Sedangkan sisanya untuk engkau”[Hadits Riwayat Ahmad, 3/352, 
Abu Dawud 3/314, Tuhwatul Ahwadzi 6/267, dan Ibnu Majah 2/908,Al-Hakim 
4/333,Al-Baihaqi 6/229. Dihasankan oleh Al-Albani. Lihat Irwa 6/122]. 
Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah, bahwa yang berwenang dan 
berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Bahkan 
Allah mempertegas dengan firmanNya  ًةَضيَِرف  َنِم  ِ ﱠﷲ (ini adalah ketetapan dari 
Allah), dan firmanNya  َكِْلت  ُدوُدُح  ِ ﱠﷲ (itu adalah ketentuan Allah). Lihat surat An 
Nisa` ayat 11,13 dan 176. 
Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah sangat tepat dan satu-
satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga 
meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta waris, karena 
pembagian dari Allah Jalla Jalaluhu pasti adil,  dan pembagiannya sudah jelas 
yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu fara’idh atau 
pembagian harta pusaka merupakan hal yang sangat penting untuk 
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menyelesaikan perselisihan dan permusuhan di antara keluarga, sehingga selamat 
dari memakan harta yang haram. 
Berikutnya, Allah Jalla Jalaluhu menentukan pembagian harta waris ini 
untuk kaum laki-laki dan perempuan. Allah berfirman. 
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Terjemahannya : 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian 




Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 
1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila 
terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
115
 
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami 
atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka 
masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, 
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kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka 
suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
116
 
Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-
orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa 
keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya 
dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka 
yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: 




2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris 
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu 
pewaris 
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari 
pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari 
pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat 
keenam dihitung dari pewaris. 
Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? 
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Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih 
didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa 
mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. 
 
B. Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata 
Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang 
dapat menghibahkan maksimal sepertiga (⅓) dari harta bendanya kepada orang 
lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Lebih lanjut 
dijelaskan pada ayat 2 bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak 
dari penghibah, dan pada pasal 212 dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan 
tidak dapat ditarik kembali.
118
 
Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang orang tua dapat 
diperhitungkan sebagai warisan. Sistem pembagiannya tetap mengacu pada Bab 






Seri Pustaka Yustisia. Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta. Cet. Kedua. Pustaka 
Widyatama. 2005), hal. 93. 
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Sedangkan dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dsebutkan bahwa, 
hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat 
dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
120
 
Seperti halnya dengan Warga Negara Indonesia yang berada di Negara 
asing atau diluar dari Negara Indonesia, pasal 214 Kitab Kompilasi Hukum Islam 
menyebutkan bahwa, warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat 
membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia 
setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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Dalam hal ini, sangat jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah di 
atur pasal-pasal yang bersangkutan dengan pemberian hibah sesuai dengan 
aturan-aturan yang belaku dalam Hukum Islam. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formilm termasuk 
didalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta 
notaries atau akta otentik, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsure 
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Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang. 
Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada 
dalam Undangundang diakui oleh hukum, sebaiknya perjanjian yang tidak 
memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang 
bersangkutan. Ketika para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka 
buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka, dan 
apabila suatu ketika para pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim dapat 
membatalkan perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi batal melalui proses 
pembuktian di persidangan. 
Dijelaskan pula dalam pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu 
persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma 
dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna 
keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
123
 
Hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan 
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1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan 
suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk 
memberi nafkah kepadanya. 
Terdapat kekaburan makna terkait pencabutan dan pembatalan hibah, 
yakni makna ”jatuh miskin” dalam Pasal 1688 sub 3 KUHPerdata diatas. Ukuran 
miskin di dalam pasal tersebut tidaklah jelas, setiap orang tentunya memiliki 
gambaran tersendiri terkait peraturan tersebut, hal yang dikhawatirkan pemberi 
hibah dapat mencabut sewaktu-waktu objek hibah tersebut dengan alasan jatuh 
miskin. 
Terkait dengan perjanjian hibah, adapun syarat yang harus di penuhi 
dalam perjanjian hibah adalah syarat sah perjanjian sabagaimana diatur dalam 
pasal 1320 KUHPerdata dan terdapat pasal yang secara spesifik mengatur tentang 
syarat-syarat perjanjian hibah sebagai pelengkap dari ketentuan perjanjian secara 
umum yang telah disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut; 
1. Hibah dilakukan terhadap barang yang sudah ada pada saat penghibahan 
Dalam pasal 1667 KUHPerdata telah dijelaskan bahwa suatu hibah hanya 
boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat 
penghibahann itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum 
ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum 
ada. 
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2. Hibah diberikan secara cuma-cuma 
Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah 
menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya 
kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. 
Undangundang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-
orang yang masih hidup. Dalam hal hibah ini kata cuma-cuma berarti tanpa 
kontraprestasi, tanpa mengaharapkan balasan, dan tanpa pamrih. Maksudnya, 
pemberi hibah harus murah hati.
125
 
Terkait dengan hal ini telah dijelaskaan pula dalam pasal 1670 KUHPerdata 
bahwa suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat 
bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping 
apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar lampiran. 
3. Hibah dilakukan dengan akta Notaris 
Salah satu syarat pemberian hibah adalah dibuat dengan akta notaris. 
Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 1682 KUHPerdata: 
Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 
KUHPerdata dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) 
harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka 
penghibahan itu tidak sah. 
4. Pemberian hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup 
 
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Sudah tentu suatu persetujuan seperti suatu hibah harus dibuat sewaktu hidup. 
Kata-kata ”di waktu hidupnya” adalah untuk menekankan dan membedakan 
antara Hibah dan Hibah Wasiat. Bahwa hibah adalah suatu persetujuan yang 
dibuat atau dilakukan sewaktu hidup, sedangkan hibah wasiat adalah suatu 
ketentuan yang berlaku sesudah orang yang membuatnya meninggal dunia. 
Penerima hibah harus ”ada” saat menerima hibah. Dalam pasal 1679 
KUHPerdata dikatakan bahwa suatu hibah tidak boleh diberikan kepada 
orang-orang yang sudah meninggal atau kepada anak-anak yang belum lahir. 
Hibah kepada seseorang dalam kandungan diperbolehkan, namun dilihat 
apakah anak yang berkenaan benar-benar ada didalam kandungan dapat 




5. Penghibahan harus diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi 
hibah. 
Terkait dengan penerimaan hibah ini telah dijelaskan pula dalam pasal 1683 
KUHPerdata, yang berbunyi “tiada suatu penghibahan pun mengikat 
penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan 
kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah 
diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan 
dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu 
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maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, 
yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu 
penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah 
tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi 
kepadanya.” 
C. Perbadaan dan Persamaan Hibah dan Waris Menurut Kompilasi Hukum 
Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Menurut hukum perdata, Hubungan Hibah dan kewarisan yaitu untuk 
menjamin tercapainya keadilan atau kesamaan di antara anak-anak dalam 
menerima bagian dari segala pemindahan harta kekayaan orang tuanya, baik 
pemindahan sewaktu hidup yaitu hibah atau pemindahan setelah mati dengan 
cara pembagian warisan, terutama yang berkaitan dengan legitimie portie (bagian 
mutlak) yaitu bagian yang harus di terima, sehingga setiap anak mendapatkan 
bagiannya masing-masing. 
Persamaan dan perbedaan yang mendasar dalam kedua sistem hukum ini 
adalah tentang batasan dan penarikan hibah. Dalam hukum Islam hibah dibatasi 
sebanyak-banyaknya sepertiga harta sementara dalam hukum Perdata tidak 
dibatasi sedangkan masalah penarikan hibah baik dalam hukum Islam maupun 
hukum perdata tidak diperbolehkan. Tetapi, dalam hukum Islam ada 
pengecualian yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di tarik sementara 
dalam hukum Perdata  harus ada pernyataan pewaris yang dituangkan dalam akta 
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hibahnya, dimana pewaris mensyaratkan inbreng atau dalam testament 
memerintahkan inbreng. 
1. Perbedaan Hibah dan Waris Menurut KHI dan KUHPerdata 
Dalam Hukum Islam, hibah di batasi sebanyak sepertiga (⅓) bagian. 
Dalam KUHPerdata tidak ada batasan terhadap besar/banyaknya bagian yang 
bisa di hibahkan. Sedangkan warisan, baik dalam Hukum Islam maupun 
KUHPerdata masing-masing bagian sudah diatur sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.  
2. Persamaan Hibah dan Waris Menurut KHI dan KUHPerdata 
Persamaan atara hibah dan waris yaitu masing-masing merupakan 
sebuah pemberian dari seseorang, lembaga maupun badan hukum. 
Untuk lebih jelasnya mengenai hibah, tertuang dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g dan Pasal 1666 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. 
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Skripsi dengan judul Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah 
Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya 
transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi 
Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan 
sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan 
antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi 
semua masyarakat Indonesia. 
2. Proses kewarisan itu memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan 
muslim. Fungsi tersebut antara lain, yaitu : 
a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Fungsi 
kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris, yang 
termasuk kerabat yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak, 
diserahkan kepada lembaga baitul mal. 
b. Sebagai prevensi dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang 
dilarang oleh agama. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan 
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saja diantara kerabat tetapi juga diantara muslim dan bahkan diantara 
masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis, misalnya di 
mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya 
aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya 
menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. 
c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna 
mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dengan adanya semangat kerja 
atau etos kerja manusia, akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri 
sendiri dan keluarga. 
B. Saran-Saran 
Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada 
dapatlah peneliti memberikan sarran sebagai berikut: 
1. Seharusnya dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan 
memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh muwaris 
(inbreng) kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena 
dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan 
diantara para ahli waris, apalagi ada hubungannya dengan hibah, yang mana 
apabila hibah yang diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar 
kemungkinan akan dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi 
terhadap pembagian harta warisan tersebut, maka untuk menghindari hal 
tersebut, khususnya bagi para orang tua harus bertindak adil dalam 
menghibahkan harta atau benda kepada anak-anaknya, sehingga kelak dalam 
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waktu pembagian harta warisan itu, nantinya tidak terjadi perselisihan diantara 
para ahli waris. 
2. Sebaiknya, kalau ada dari ahli waris yang bersengketa dalam hal pembagian 
harta warisan hendaknya diselesaikan secara damai di Pengadilan Agama, dan 
juga bagi para Hakim di Pengadilan Agama dan instansi-instansi yang 
berwenang hendaknya dalam menangani masalah tersebut haruslah bertindak 
adil dan tegas dalam memutuskan setiap perkara serta menyelesaikan masalah 
tersebut dengan seadil-adilnya tanpa memihak antara satu pihak dengan yang 
pihak lainnya. 
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